


ANSTRAK

Rif"an. 03 193 (12, Peran Panitia kerja Pembentoukan Kabhopaten Agam Tuo
Dalam Upaya Pemekaran Kabopaten Apam. Jurusan Hmuo Politik, Fakultas
INmu Sosial dan Hmo Politils, Universitas Andalas, Padane.

Penclitian int mengambarkan Peran Pamtin Kega Pembentukan Kabupaten
Agam Tuo Dalam Upaya Pemekaran Kabupaten Agam. Pendekatan yang
dipunakan dalam penelitian inil adalah kualitait dengan tpe deskripeif, Unit
analisis dalam penelitan im adalah Jembage, Sedanghan teknik  pemilithan
informan dilakukan secara prrposive sampling. Untuk mengumpulkan data adalah
dengan menggunakan metode wawineara, ohservast doan dekumentasi yang
mendukung penelitian.

Dari  penelitian  vang  dilakukan  difapangan  diperoleh date bahasg
pemekaran yang divpavakan pantin kena pembentukan Kabupaten Agam tuo
merupekan ketidakpuoasan terhadap pelayvanan publik vang mereka terima dan
penolakan techadap P Noo 84 Tehup 19499,

Berdasarkan hasil penelitian, dapat digambarkan peran Panitia Eerja
Peimbentukan Kabupaten Agam Tuo dalam upaya pemekaran Kabupalen Moo
mempunyar  peran v neneoglang aspirast o masvarakal, Yoo deogan
menzundang tokoh masyarakal unhuk mendengarkan permasalaban vang dibadapi
masvarakal dan sepakat untuk melakukan pemekaran. Membentuk Panitia Kerja
Pembentukan Kabupaten Asam Tuo untuk melaksanokan repcana pemckaran.
Menvompatkan aspirast masyarskal yailu menzinmkan bahan kajian kepada
Pemerintal [Daerah dan DPRD Kabupaten Agam untuk ditindak Tanjuii, dan dar
DPRED swclah disetuiun untuk memndak lanjuh aspirast masyarakat vang divwakili
peaitia kerja, namun dard pemenintah Babupaten Agam belum ada tindak lanjul
sammpin sekaran

Kendala vang dihadap) oleh Panitia Kerpja Pementukan Kabupaten Apam
Lo samipai saat sckarang adalah belum adanya tindak lanjut dari Pemerintah
Dierph Kabupaten Agom dalam hal 11 yartu Bupat Kabupaten Agam .

¢ kuner : kelompok kepentingan. peran. pemckaran daeralh:
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformast vang dilakukan rekan-rekan mahasiswa pada pertengaban tabun
1998 telah membawa perubaban techadap berbaga sendd kehidupan berbangsa
dan bernegara. Reformas tidak hanya mengusung pemberimtasan KEN (Korupsi,
Karlusi, din Nepotizme), dan juga bukan pula sebagal pemanghkas kekensaan rezim
sentralistik Presiden Socharto, tetapi reformass meropakan titik tonggak terjadinya
perubaban dalam sistem pemerintahan doaerah, Perobabien lersebut dopat dilibat
lenpan dikeluarkonnvn ]‘.-.f_':'mlgui peraturan-peraturan berupn undspp-omboeg vang
mengatur tentang pemerintaban, seperti UL Noo 22 tabuan 1999 5o UL No. 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan masih banvak peraturan lainnyva.

Berdasarkon U Nao 320 Tahen 2004, lentang Pemerintah  Dacrah.
Otonomi tidak saja memaparkan tentang hak-hak deerah, akan lelapi juga
memumeulkan berbagal  kewapiban  bagi  pemeriniah  daerah  salah  satwnva
memperbaiks kualitas kinerja, khususoya dalam memberikan pelayanan publik.
Rarena aspek pelavanan publik merupakan sulah sl aspek yang menjacdi
pertimbangan bagp ]:IL'IH'L'F'iI'I[:Il'I. pusat dalam membenban otonomi vany seluns-
leasnva kepada daerah, sehingza daerah dapat memiliki kewenangan membuat

kebijakan daerah untuk memberikon pelayanan. peningkatan peran serta. prakarsa



dam pemberdayann masyarakal vane bertujuan untuk peningkatan kesejaleraan
masyarakat'.

Otenomi daerab vang dilaksanakan semenjak tahun 2000, telah mengubah

.
struktur pemerintahan di daerah. Hal tersebat terlibat dengan, doersh memiliki hak
untuk dapal mengatur penyvelenggaraan pemerintahan daerahnyn sendiri secara
luzas. nyata dan bertanggung jawab, serta dilaksanakan sesuai dengan aspirasi,
kebutuhan dan permasalahan vang ada di daerah tersebu,

CHonomi dacrah menuntut pemerintah di daerab harus mampu mencermali
dan menyikapi dengim anl apa vang menjadi keinginan masvarakat secars
partisipatit, wansparan dan ekonemis, Tuntutan akan profesionalitas aparafur
sehagal penyelenggars pemerimahan sangal penting dan merupakan prasvarat
mutlak bagi lerselenggaranya mangemen pemerintahan daersh vang efekail dan
cfisien sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintshan yvang baik®,  Apar prinsip
g pemerintahan yang baik terschur dapat terwujud, salah satanya dapat
~itefusunt darl aspek pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyaraka,
Smana pemerintah berkewajiban dan bertanspung jawab untok memberikan
“olayanan pubhk yang baik den prolesional. Apaolagi saal ini masyvarakas
-enderung sudah lebih kritis dalam menilai kinerja aparatur pemerintah, yang

-namdakan masyvarakat sudaly mulai menjalankan fngsinya sebapal pengontrol
cthadap Rebijakan pemerimtah. Dalam kondisi demikian, apuratur pemerintab

ds mmungne memberikon pelavanan vang lebih profesional. efekiil, efisien.

“crhana. transparan, terbuka, tepat waktu, dan responsif,

So 52 ahaon 2004 tentang Pemeriniaban Daceak,
-z Herman Halim, Mesemgdopr Momentins Ceeomi Oaerafy {Pekanban Unri Pres, 2007),
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BAB VI

FENUTUP

6.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahul peran vang dilakukan
*anitia Kerja Pembentukan Agam Tuo dalam memperjuangkan tuntutannyva yaitu
pemekaran agam tuo menjadi schuah kebupaten  yang mandin. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa dalam Panitia Kera Pembentukan Kabupalen Agam Tuo
terkategori sebagai kelompok Kepentingan non  assosiasional denpan ciri-cin
vaitu Panitia Kerja. Pembentukan Kabupaten Apgam Tuo  digerakkan oleh
sckelompok masyarakat dari berbagal macam suku bokan clit polik yang
profesional, kepiatannya masth bersifat kadangkala. keanggotaanya diperoleh
nerdasarkan kepemingan-Kepentingan yang serups karena  persamaan-persamasn
dalany hal-hal tertentu vailu kesamaan regional atau dagrah domisili vaitu diApam
Tue ataw Apam Timor, pendukung dapat mengartikulasikan kepentineannyva
kepada pemuka-pernuka suku masvarakat it sendirl. serta cara yang  sering
digunakan untuk mencapal tuntutannya adalah cora-cara informal.

Cronomi daerah menuntut adanva pelaksanaan pelavanan publik yang
cfektif, efisien. profesional. scderhana, transparan, terbuka, tepat wakiu,  dan
sespomsif, Mamun pelaksanaan pelayapan publik in belumlah beralan dengan
zizkeil dan elisien hal ini sangal dimsakan masyarakat Agam yang berdomisili
“Agam Timure, bal ini dirasakan  semenjak ibu kota Kabupaten Apam

cindahkan ke Lubuk Basung pada tanggal 19 Juli 1993,
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